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BABI
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejalan  dengan adanya  perubahan paradigma  dalam
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dari dilayani
menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat
mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) baik dari
tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka
tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang- undang nomor
25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional
Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana strategis SKPD (
Satuan Kerja Perangkat Daerah ) sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya sebagaimana Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan dan
tata cara penyusunan Restra SKPD, ditentukan bahwa Visi dan Misi
RPJM Nasional harus menjadi pedoman dasar dalam penyusunan
Rencana Strategi ( Renstra ) Kementrian / Lembaga (K/L)
Pemerintah Pusat maupun dalam penyusunan Visi, Misi dan
Program Prioritas (Plat Form) Kepala Daerah terpilih yang d
tuangkan dalam RPJMD nya, sehingga pencapaian sasaran
Pembangunan Nasional secara menyeluruh akan dapat dicapai dan
diwujudkan.

Rencana strategi (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok adalah
dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang berpedoman
kepada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Solok tahun 2016-2021, Renstra Badan Kepegawaian
dan Sumber Daya Manusia merupakan bagian integral dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini berarti bahwa
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penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) harus memperhatikan
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Solok
tahun 2006-2025.

Proses penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Solok berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai 1-5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan
kendala yang ada / mungkin timbul pada waktu yang akan datang
dan memperhatikan program prioritas dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok yang di jabarkan
kedalam 4 (empat) pilar pembangunan prioritas pembangunan
dengan 5 Misi yang dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah
salah satunya Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia yang
tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada Misi 5 (lima) yaitu
Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan
Bersih (Good and Clean Governance). Pada Misi 5 tersebut
tertuang dalam tujuan 1 “Mewujudkan reformasi sistem birokrasi
yang bersih, profesional dan berwibawa melalui revolusi menta
dengan sasaran “Terwujudnyva pendayagunaan aparailr peinerintah
daerah yang berkualitas” dan indikator *penempatan aparatur sesuai
anjab dan kompetensi”.

Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penvusunar
perencanaan tahunan atau sebagal acuan penyusunan Rencana
Kerja dan anggaran karena renstra memuat target kinerja tahunan.
Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok
menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi Pemerintah untuk
mepertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu

perencanaan stratejik yang telah ditetapkan.

Landasan hukum
Penyusunan kegiatan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya

Manusia ini didasarkan kepada :
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. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian.

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim
Perencanaan Pembangunan Nasional.

. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan
peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tata cara
penyusunan pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah

. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten
Solok Tahun 2016 sampai Tahun 2021
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ALUR PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA E/”-"
i E.nta.hun 5tahun
5 tahun lr gk 1tahun
1 tahun 1tahun. l
]
! }

-Prakiraan Maju
-Capaian Kinerja
-Indikator kinerja
-Analisis Satuan Belanja
-Standar Satuan Harga
4 -SPM

1tahun

3. Maksud dan Tujuan

Rencana strategis ini dimaksudkan sebagai pedoman operasional
dalam perencanaan pengembangan urusan kepegawaian dalam
rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan (2011-2015).

Tujuan yang diharapkan adalah dapat memberikan arah jelas
masa depan yang hendak dituju dalam pengelolaan manajemen
kepegawaian, maupun dalam penyelenggaraan aktivitas-aktivitas
kegiatan internal di lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan

kinerja organisasi.

4. Sistimatika penulisan
Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan suatu dokumen
perencanaan lima tahunan yang merupakan penjabaran dari visi,
misi, tujuan dan program.

Ruang lingkup Rencana Strategis meliputi :
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PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan,
Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Restra ini serta
sistematika penulisan.

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini menjelaskan tentang Tugas, fungsi dan struktur
Organisasi SKPD, Sumber Daya yang dimiliki SKPD,
Kinerjan Pelayanan SKPD serta Tantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan SKPD.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI

Bab ini menjelaskan tentang Indentitas Permasalahan
Berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD serta
Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah Terpilih,
K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota serta
Penentuan I[su-isu Strategis.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN _

Bab ini berisi Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah SKPD serta Strategi dan Kebijakan
SKPD

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF

Bab ini menjelaskan tentang program dan kegitan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif yang akan dilaksanakan oleh SKPD.

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUN DAN SASARAN RPJMD.

Bab ini memuat tentang indikator kinerja SKPD yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

VII PENUTUP
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GAMBARAN PELAYANAN SKPD

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

A. Tugas dan Fungsi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia keberadaannya secara tegas dinyatakan dalam

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian, selain itu tugas pokok dan fungsi Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manﬁsia diatur

dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010, tugas pokok dan

fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Solok yaitu:

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugasnya;

b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
serta

c. Memberikan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai
Negeri Sipil Daerah, dan dalam melaksanakan tugas pokok
tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia menyelenggarakan fungsi :
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Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan
daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar
dan prosedur yang telah ditetapkan.

Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah.
Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian
daerah.

Penyisipan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan
pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur
yang ditetapkan dalam peraturan pemndang—undal}_gan.
Pelayanan administrasi kepegawaian dalam penéangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian dari jabatan struktural atau
fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil
Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosédur yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan
Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar
dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Pengelolaan sistim informasi kepegawaian daerah.
Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan
Kepegawaian Negara.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi didukung oleh

sumber daya aparatur



SUSUNAN ORGANISASI

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEPALA

EDITIAWARMAN, S.Sos., M.Si
NIP, 19670817 199203 1 009

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR  : 53 TAHUN 2016
TANGGAL : 6 DESEMBER 2016

SEERETARIS

©i0 % Ds.EKAPUTRA
NIP. 19660401 199007 1.001 !

[

JASRINEDI, SH
NIP. 18620103 199003 1 004

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENGANAAN DAN KEUANGAN

* FERA VITA COLA, SE
NIP. 19730521 199403 2 002

—

BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN PEMBINAAN

JUFRISAL, SH
NIP. 19751008 200901 1 006

|

BIDANG PENGACAAN, KEPANGKATAN, PEMBERHENTIAN,
DAN INFORMAS|

YANUAR ALATAS G, SE.,MM
NIP. 19820127 201001 1018

BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

ZAMZAMI
NIP. 19620111 198103 1003

SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI
FUNGSIONAL TERTENTU

ASRIL
NIP. 19670401 195003 1 011

SUB BIDANG FORMASI, PENGADAAN DAN
PEMBERHENTIAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI
STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM

ZULFADLI, SE
NIP. 19750929 200801 1 004

YOVI FRANSISKA, SE.,M.LKom
NIP. 19850912 201001 2 030

SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN STRUKTURAL

SUDIARTI, S.Sos
NIP. 19620111 198103 1 003

SUB BIDANG DATA DAN INFORMAS!

SUB BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN

MAIYENITA, SE
NIP. 19720506 199203 2 004

AFRIALDI, SE.,MM
NIP. 19750429 199403 1002

SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN FUNGSIONAL

AZWARNI, S.Sos
NIP. 19660415 198503 2 007

SUB BIDANG KEPANGKATAN

NOVITA, SE., Msi
NIP. 19801128 201001 2 002

SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

ELMA
NIP, 19640512 188503 2 004

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
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B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010, dengan susunan
organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia
b. Sekretaris membawahi

1. Kasubag Perencanaan dan keuangan

2. Kasubag bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Pengembangan Karir dan Pembinaan

1. Kasubid Pengembangan karir Pegawai Fungsioanl tertentu

2.Kasubid Pengembangan Karir Pegawai  Struktural

Fungsional Umum

3. Kasubid Pembinaan dan Kesejahteraan
d. Bidang pengadaan, Pemberhentian Kepangkatan dan Informasi

1. Kasubid Formasi dan Pengadaan

2. Kasubid Data dan Informasi

3. Kasubid Kepangkatan
e. Bidang Pendidikan dan Pelatiahan

1. Kasubid Pendidikan & Pelatihan Struktural

2. Kasubid Pendidikan & Pelatiahan Fungsional

3. Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Berikut ini dijelaskan mengenai uraian tugas Pejabat
Struktur pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun
2011 tentang uraian tugas dan fungsi SKPD;

a. Uraian Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia
1. Merumuskan kebijakan teknis d bidang perencanaan,
pengelolaan dan pembinaan kepegawaian daerah sesuai

dengan visi dan misi daerah.
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2. Mengatur dan mendistribusian tugas kepada
asaekretaris dan para kepala bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya

3. Memberikan petunjuk dan arahan kepada Sekretaris
dan para kepala bidang sesuai dengan tugas dan
fungsinya

4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
Sekretaris dan para Kepala Bidang

S. Meneliti, mendisposisi, memaraf dan menandatagani
persuratan yang berkaitan dengan kepegawaian daerah

6. Melaksanakan tugas yang diberikan Bupati/Wakil
Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang
tugas dan permasalahannya

7. Memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan
bidang tugas kepegawaian daerah

8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
Bupati/Wakil Bupati dan  Sekretaris Daerah
menyangkut bidang kepegawaian daerah

. Uraian Tugas Sekretaris

1. Penyusunan Program

2. Penyelenggaraan Ketatausahaan

3. Penyelenggaraan Urusan Keuangan dan Kelengkapan

. Uraian Tugas Kepala Bidang Pengembagan Kepangkatan

dan Mutasi

1. Penyusunan Program dan Kegiatan d Bidang
Pengembangan Kepangkatan Pegawai Fungsional,
Pegawai Struktural serta Kepangkatan dan Mutasi

2. Pengkoordinasian kebijakan teknis pengembangan
kepangkatan pegawai fungsional, pegawai struktural
dan non struktural dan penginventarisasian masalah
dan merumuskan langkah langkah  kebijakan
pemecahannya

3. Pelaksanaan kebijakan pengembangan, kepangkatan

dan mutasi PNS
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4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan
sesuai urusan kewenangannya
d. Uraian Tugas Kepala Bidang Data, Informasi dan
Pengadaan
1. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
program pengolahan data, informasi dan pengadaan
pegawai
2. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
program data, informasi dan pengadaan
3. Pelaporan dan Evaluasi kegiatan bidang data,
informasi dan pengadaan
e. Uraian Tugas Kepala Bidang Diklat dan Informasi
1. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
program pendidikan dan pelatihan formal dan
struktural dan teknis fungsional
2. Pelaporan dan evaluasi kegiatan penyé¢lenggaraan
pendidikan dan pelatihan, formal struktural, teknis
fungsional
f. Uraian Tugas Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan
dan Disiplin
1. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
program pembinaan dan disiplin
2. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
konseling, motivasi dan kesejahteraan
3. Pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang konseling,

motivai dan kesejahteraan

Struktur  organisasi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 dapat digambarkan

sebagai berikut :
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3.2 SUMBER DAYA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia sebagai sumber daya utama penyelenggara

tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan terhadap

pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, sampai

dengan saat ini berjumlah: 43 orang (data 2015), sebagaimana

tabel berikut:

Table 1. Komposisi Pegawai Pergolongan

Golongan Keadaan 1 Januari Keadaan 31
(Pegawai 2015 Desember 2015
Negeri/Honor) (orang) (orang)
v 5 5
I1I 25 26
11 4 3]
I - =%l
THL 11 15
Jumlah 45 B2

Latar belakang pendidikan pegawai Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia seperti tabel berikut:

Table 2. Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan

Keadaan 1 Januari Keadaan 31
Pendidikan 2015 Desember 2015
(orang) (orang)

S2 4 4

S1 21 25
DIV - -
D III 2 2
SLTA 8 5
SLTP - 1
SD - -

Jumlah 35 37
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Dilihat dari tabel diatas kekuatan pegawai BKPSDM secara
kuantitatif menunjukkan angka yang cukup signifikan bagi
BKPSDM dalam menyelenggarakan tugas fungsinya sebagai
bagian dari pelaksanaan tugas umum pemerintahan di
bidang kepegawaian.

Oleh karena itu potensi yang ada pada BKPSDM perlu
digali, dikembangkan kualitasnya dan didayagunakan sehingga
mampu menjadi  SDM pegawai yang berkompeten dalam
menghadapi tantangan-tantangan lingkungan strategis guna

melaksanakan pembangunan kepegawaian.

Sedangkan mengenai sumber daya aset/modal yang dimiliki
olech Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia berdasarkan Berita Acara Rekon Aset tanggal 18 Januari
2016 (data per 31 Desember 2015 ) adalah sebagai berikit :

Spesifikasi Barang : Saldo Per 31 Desember 2015
‘Peralatan dan Mesin Rp. 1.836.842.260,-
Gedung dan Bangunan Rp. 1.215.525.000,-
Jalan dan Irigasi & Jaringan -
Aset Tetap Lainnya Rp.
9.812.618,-
Total Aset Rp. 3.062.179.878,-

Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Dengan memperhatikan program prioritas dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok 2011-
2015 dalam rangka Terwujudnya Kepemerintahan Yang Baik
Menuju Masyarakat Sejahtera, BKPSDM dalam upaya
pembangunan kepegawaian lima tahun (2011-2015),

melaksanakan 11 (sebelas) program yang terdiri atas :
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Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program
Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Fasilitas Pindah/Purna
Tugas PNS, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur, Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari, Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi, Program Pendidikan Kedinasan,
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program
Pembinaan dan Pengembangan Apartur. Dari sebelas program
yang dilaksanakan, BKD menyelenggarakan berbagai kegiatan
pembangunan yang selanjutnya dapat dikelompokkan menjadi 13

(tiga belas) pelayanan BKPSDM atau indikator kinerja.

Adapun 13 kegiatan dan indikator kinerja yang telah
dilaksanakan beserta capaiannya dalam kurun waktu lima tahun
(2011-2015), adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Peoses Administrasi Pensiun.

Persentase PNS yang memasuki usia pensiun yang menerima

SKKP pengabdian dan SK Pensiun. Capaian yvang diperoleh

adalah terealisasinya seluruh persyaratan administrasi PNS

yang akan memasuki usia pensiun diberikan secara maksimal

(tepat waktu)

2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Struktural.
Jumlah pejabat struktural yang meningkat SDMnya melalui
diklat PIM. Capaian yang diperoleh adalah terpenuhinya syarat
diklat PIM bagi pejabat struktural dan meningkatkan
kemampuan/wawasan bagi aparatur pemerintah.

3. Pembangunan/Pengembangan Sistim Informasi kepegawaian
Daerah.

Capian yang diperoleh Persentase PNS vyang terdata data

kepegawaiannya dalam rangka menjamin tersedianya data dan

informasi PNS yang akurat. Capaian yang diperoleh adalah
sistern aplikasi data kepegawaian dan Pelayanan Kepegawaian

(SAPK); Konversi Nomor Induk Pegawai (NIP) dari 9 digit
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menjadi 18 digit; Restrukturisasi penataan dan pemeliharaan
tata naskah/dokumen/arsip PNS (sebagai tindak lanjut atas
konversi NIP).

Kegiatan Pendidikan dan Pelatiahan Bendaharawan.

Capaian yang diperoleh adalah terlaksananya diklat
Bendaharawan untuk meningkatkan SDM Bendahara dalam
mengelola keuangan daerah.

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

Capaian yang diperoleh adalah terlaksananya diklat prajabatan
bagi CPNS dari pelamar umum dan tenaga honorer K2 sebagai
salah satu persyaratan untuk diangkat menjadi PNS.

Jumlah peserta yang mengikuti seleksi CPNS dan Calon Praja
IPDN

Capaian yang diperoleh adalah terseleksinya pelamar CPNSD
sesuai dengan bidang ilmu yang dibutuhkan oleh daerah
melalui rekruitmen yang transparan dan anti KKN

Kegiatan penempatan PNS

Capaian yang diperoleh adalah tercapainya realisasi

penempatan PNS yang efektif dan sesuai dengan kualifikasi,

kompetensi dan kebutuhan beban kerja.

Kegiatan penataan sistim administrasi kenaikan pangkat
otomatis.

Capaian yang diperoleh adalah terlayaninya PNS yang
mendapat kenaikan pangkat priode April dan Oktober tepat
waktu.

Kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Capaian yang diperoleh adalah PNS berprestasi dapat diberikan
reward/penghargaan dalam meningkatkan motivasi terhadap
PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi
masyarakat, ini membuktikan sebagai ujud kepedulian
Pemerintah Daerah dalam memperhatikan PNS.

Kegiatan Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin.
Capaian yang diperoleh adalah terlaksananya pembinaan
terhadap PNS yang melanggar disiplin.

Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas.
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Capaian yang diperoleh adalah Pemberian bantuan skripsi dan

bantuan wisuda bagi PNS tugas belajar dan PNS izin belajar.
12. Pengurusan Hak-Hak Kepegawaian PNS.

Capaian yang diperoleh adalah terlaksananya proses

pengurusan taspen, karis/karsu, kerpeg bagi PNS Kab.Solok.
13. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah desa

dalam bidang pengelolaan keuangan desa/nagari.

Dari pelaksanaan kegiatan BKPSDM dalam periode Rencana
Strategis tahun 2011-2015, menunjukkan berbagai capaian (prestasi)
melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi di berbagai bidang pada
BKPSDM dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi secara umum,
khususnya pembangunan kepegawaian. Namun demikian capaian-
capaian tersebut diatas, secara kelembagaan masih belum optimal yang

disebabkan antara lain;

¢ Rendahnya profesionalisme PNS.

* Tingkat kesejahteraan yang belum memadai.

e Pengisian/penempatan dalam jabatan yang belum didasarkan
pada kompetensi

e Penilaian kinerja belum objektif.

e Penerapan peraturan disiplin belum dilaksanakan secara
konsisten dan konsekwen .

* Persoalan-persoalan internal PNS lainnya.

Hal demikian nampak pada tingkat capaian terhadap sasaran dan
tujuan BKPSDM yang telah ditetapkan dalam renstra. Untuk itu
perlu kiranya beberapa kegiatan pembangunan khususnya dalam
rangka mewujudkan sistem manajemen kepegawaian yang lebih
berdayaguna sebagai landasan pembinaan dan pengembéfngan karir
PNS perlu mendapatkan perhatian pada periode perencanaan

jangka menengah lima tahun mendatang.
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Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sclok

) Target Target Renstra SKPD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian Tahun ke
Indikator Kinerja sesuai Target Target il
Tugas dan Fungsi SKPD SPM IKK — 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 S
(2) (3) “) () (6) (7) (8 |9 (10) [(n [@2) [@3) |14 | (15 | (16) | (17) | (18) | {19) | (20)
Jumlah PNS yang memasuki 869 339 165 165 | 100 100 346 163 163 97 100 | 102 | 99 99 97 100
usia pensiun
Meningkatnya Kapasitas 5054 56 6 6 1955 | 504 56 6 6 245 | 504 | 100 | 100 | 100 | 126 | 100
Sumber Daya Aparatur 8
Tersediannya Data 100% 100 100 100 | 100 100 100 100 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Kepegawaian secara
Sistimatis
Jumlah Pejabat Struktural 224 53 47 42 41 41 55 43 42 40 42 104 | 91 100 | 98 100
yang mengikuti PIM
Jumlah CPNS yang 930 400 144 - - 386 400 144 - - 386 | 100 | 100 | - - 100
mengikuti diklat Prajabatan
Jumlah Bendaharawan 150 - - 30 30 60 - - 30 30 60 - - 30 30 100
Daerah yg meningktat
SDMnya
Persentase terlaksananya 100 100 100 100 | 100 100 100 100 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
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Seleksi CPN S dan Calon
Praja IPDN

Jumlah PNS yg ditempatkan
sesuai klasifikasi dan

kebutuhan organisasi

4700

1000

1050

950

750

950

1548

1459

984

840

947 | 155

93

139

103

100

Jumlah PNS yg menerima
kenaikan pangkat

5750

1500

1450

125

800

750

1435

1260

1258

779

745 | 96

87

102

9%

99

10.

Jumlah PNS yg menerima
penghargaan PNS teladan

dan Satyalencana Karyasatya

1693

50

510

385

374

374

51

607

385

439

437 | 102

142

100

117

118

11.

Persentase PNS melanggar
disiplin yang menerima

pembinaan

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 | 100

100

100

100

100

12.

Jumlah PNS tugas/izin
belajar yang meningkat

kompetensinya.

1025

342

206

194

82

342

238

241

182

71 100

118

117

94

87

13.

Persentase PNS yg terlayani

hak kepegawaiannya

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 | 100

100

100

100

100

14.

Jumlah Sekretaris Nagari yg
meningkat SDMnya

370

37

37

37

222

34

37

222 | =

100

91

10O

100

Arosuka,

April 2016
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ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

(Dalam ribuan rupiah)

KABUPATEN SOLOK

Uraian

Anggaran pada Tahun ke

Realisasi Anggran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke-

Rata-rata
Pertumbuhan

1

4

5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 S

Anggaran

2

5

6 7 8 9 1G 11 12 13 14 15 16

18

Proses
administrasi

pensiun

161.500

189.70

73.480

108.335

104.52 | 138.727 189.707 73.420 106.788 103.782 | 86% 100% | 100% 99% 99%

Peningkatan
kapasitas
sumber daya

aparatur

38.400

35.000

34.470

186.560

67.777 | 30.703 32.551 32.330 176.194 67498 | 80% 93% 94% 94% 99%

Pembangunan
/
pengembanga
ngan sistim
informasi
kepegawaian

daerah

49.350

96.G11

216.64

115.412

141.55 | 40.523 69.000 207.54 110.452 141.199 82% 2% 96% 96% 99%

Diklat
penjenjangan

struktural

686.739

925.35

877.14

824.760

659.22 | 682.486 840.200 821.06 | 828.943 656.546 99% 91% 94% 99% 99%

Diklat
Prajabatan
bagi CPNS

1.794.09
7

805.38

1.089.3 | 1.608.27 | 701.076 | - = ; 1.075.85
21 | 8 : 1

89% 87% = = 99%

Realisasi
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daerah

Diklat - - 156.91 158.099 | 158.31 | - - 147.24 155.270 157 944 - " 94% 98% 99%
Bendaharawa 1 7 3

n Daerah

Seleksi 150.000 125.00 193.10 445,105 | 145.32 | 144.945 95.456 | 192.86 | 421.950 144.989 97% T6% 99.8% 95% 99%
penerimaan 0 5 7 8

CPNS dan

IPDN

Penempatan 50.000 76.500 102.73 90.295 | 100.24 | 46.501 71.256 | 102.12 | 87.516 98.496 93% 93% 99% 97% 98%
PNS (23 5 g

Penataan 174.420 107.00 121.70 117.500 | 132.00 | 173.779 106.489 | 121.61 117.363 131.550 99,6% 100% | 100% 100 99
sistim 0 0 0 9

kenaikan .

pangkat

otomatis

Pemberian 155.000 156.45 140.00 128.382 139.78 | 140.375 155.488 139.30 127.619 139.364 90% 99% 99% 99% 99
penghargaan 0 0 2 0

bagi PNS yang

berprestasi

Proses 25.000 43.615 | 37.065 60.979 | 75.777 | 25.638 40.638 36.758 | 59.597 74.834 98% 93% 99% 98% 99
penanganan

kasus-kasus
pelanggaran
disiplin PNS

Pemberian 230.000 306.00 247.96 256.100 126.60 | 224.915 269.703 221.70 241.848 124.337 97% 88% 8%% 94% 98%
bantuan tugas 0 0 3 9
belajar dan

ikatan dinas

Pengurusan | 66.600 54.000 | 49.492 61,662 | 76.892 | 66623 | 53.485 44.164 | 60.414 76.420 | 99% 99% | 89% 9%% | 9%
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hak-halk
kepegawaian
PNS

Arosuka, 20 Juli 2017
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

H.EDITIAW AN,S.Sos.M.Si
Zwﬁ.ucmqotq 199203 1 009
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Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
a. Tantangan yang dihadapi Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tantangan yang muncul dari lingkungan eksternal
kepegawaian secara umum dan BKPSDM khususnya, yang
teridentifikasi ada 4 menjadi tantangan potensial dimasa depan
sebagai berikut:

- Ratio kekuatan pegawai dengan beban kerja tidak seimbang,
sesuai kebutuhan beban kerja dalam pelayanan.

- Rekrutmen dan Penempatan pegawai dan evaluasi kinerja
belum berdasarkan Analisis Jabatan.

- Masih adanya Beban kerja seorang PNS tidak sesuai dengan
kompetensi yang dimilikinya.

- Kualitas SDM pengelola pelayanan kepegawaian masih perlu
ditingkatkan untuk berbagai pelayanan kepegawaian.
merit.

b. Peluang pengembangan pelayanan

Pencermatan lingkungan eksternal peluang yang
memungkinkan bagi BKPSDM untuk terus mengemban Misi
sesuai dengan kompetensi intinya, sebagai berikut;

- Menentukan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) secara konsisten sebagai pedoman dalam meningkatkan
pelayanan dalam bidang kepegawaian.

- BKPSDM telah menggunakan teknologi informasi yakni Sistim
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) agar pelayanan lebih
efektif dan efisien.

- Meningkatkan kompetensi pegawai melalui berbagai pelatihan
utnuk meningkatkan kwalitas pelayanan.

- Menata dan mengembangkan pola Rekruitmen pegawai dan
sitim. karir pegawai dengan mengedepan kinerja dan aspek
keterbukaan, akuntabel dan kesempatan yang sama.

- Untuk penilaian prestasi kerja pegawai mengacu kepada PP. 46
tahun 2011 sebagai pengganti DP3. Menurut PP.46/2011



24

RENSTRA REVISI 2017 BKPSDM KABUPATEN SOLOK

Penilaian Prestasi Kerja terdiri dari 2 unsur yaitu 60%

penilaian sasaran kinerja Pegawai dan 40% penilaian prilaku

PNS.
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T
~ ISU:ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

<

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan

Dalam upaya menangani isu birokrasi kecenderungannya lebih di
fokuskan pada reformasi birokrasi antara lain reformasi para
penyelenggara  birokrasi atau aparaturnya. Mengenai penyelenggara
birokrasi, aspek pembinaan Pegawai Negeri Sipil menjadi perhatian
utama mengingat sebagian besar aparatur birokrasi adalah PNS.
Dengan demikian aspek pembinaan mendapatkan peran penting
yvang diarahkan untuk menciptakan sosok sumber daya manusia
birokrasi yang profesional, bersih dan mampu memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga dipandang perlu
adanya suatu mekanisme pembinaan melalui sistem manajemen
kepegawaian berbasis kompetensi

Isu kepegawaian yang mengemuka sampai dengan saat ini,
masyarakat memandang bahwa sebagian besar pegawai negeri
ditengarai masih tidak kompeten (incompetence) dalam
menangani tugas dan fungsi di bidangnya khususnya pelayanan
kepegawaian, PNS yang ada tidak berkualifikasi sesuai dengan
kebutuhan tugas-fungsi jabatan yang diduduki (mismatch), PNS yang
ada tidak berdayaguna secara optimal (under empolyment), dan
kinerjanya rendah (under performance). Persepsi masyarakat
terhadap kondisi PNS sebagai tersebut jika kita cermati adalah
wajar mengingat PNS sampai dengan saat ini belum dibina dengan
suatu sistem manajemen yang dapat mewujudkan PNS sebagaimana
harapan masyarakat. Sistem manajemen yang ada belum didukung
dengan sub-sub sistem atau komponen manajemen kepegawaian
yang memungkinkan dicapainya kondisi PNS yang diinginkan,
sebagai kondisi nyata yang ada nampak sebagai berikut:

-Pembinaan dan pengembangan karir jabatan PNS belum

didasarkan pada standar kompetensi  jabatan  yang
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dipersyaratkan, dan Pola Karier PNS yang jelas;

- Penilaian prestesi kerja sebagai penilaian kinerja individu belum
dilaksanakan pembukitian fisik terhadap indikator sasaran kerja
pegawai

- belum terbangunnya Sistem Perencanaan dan penempatan
PNS berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar
kompetensinya, mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai
secara tidak merata;

- berbagai regulasi dan kebijakan pembinaan PNS sebagaian
besar belum disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan
pembinaan;

-dalam rangka perumusan kebijakan dan penyelenggaraan
manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data
dan informasi (database) kepegawaian yang memadai;

- kondisi kepegawaian yang ada masih diwarnai ketidak
konsistennya mematuhi peraturan pemndang-ungé}lgan yang

berlaku, di berbagai instansi pemerintah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.

Visi pembangunan Kabupaten Solok tahun 2016-2020 sesuai
tertuang dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 4 tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok
tahun 2016-2020 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok
Yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Yang Madani
Dalam Nuansa Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Dalam rangka mewjudkan visi, maka disusun misi sebagai upaya
yvang akan dilaksanakan kurun waktu S (lima) tahun. Adapun Misi
Kepala Daerah tahun 2016-2021 sebagai berikut;

Misi I : Mensuksekan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun

Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pemberdayaan
Hidup Bersih daln Lingkungan Sehat. didukung oleh Sarana
dan Prasarana Infrastruktur yang memadai.

Misi 3 : Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang
lebih luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur

yang Memadai.
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Misi 4: Membangun Karekter Masyarakat sesuai Filisofi ‘Adata Basandi
Syara’, Syarak’ Basandi Kitabullah”

Misi 5: Memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan
bersih.

Berkaitan dengan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih
disimpulkan suatu kebijakan yang dinamakan Empat Pilar
Pembangunan dengan 10 (sepuluh) prioritas pembanguan. Adapun
empat pilar pembangunan dan 10 Untuk mewujudkan misi kepala
dearah telah membuat program priritas pembangunan yang dikenal

dengan 4 (empat ) pilar pembangunan seperti tabel berikut:

Pilar Pembangunan Prioritas Pembangunan

Pendidikan 1 | Peningkatan Partisipasi masyarakat pada
semua jenjang pendidikan.
2 | Peningkatan kualitas dan pemerataan

pendidikan.

Kesehatan 3 | Peningkatan Derajat kesehatan masyarakat.
Pembudayaan hidup bersih dan lingkungan

sehat.

Ekonomi Kerakyatan |5 |Pengembangan Pariwisata, UMKM dan
Investasi dan sektor ekonomi lainnya.
Penguatan Kedaulatan Pangan.

7 | Peningkatan Infrastruktur Daerah dalam
rangka perluasan Akses Ekonomi.

8 | Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan

Pengangguran.
Penyelenggaraan 9 | Membangun karakter masyarakat sesuai
Pemerintah yang filosofi ABS-SBK yang didukung.
baik dan bersih 10 | Pelaksanaan Reformasi Biroksi

Keterkaitan Visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Solck 2016-
2021 dengan Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia , bahwa Visi BEPSDM merupakan penjabaran

i1

dari Misi Kepala Daerah yaitu pada Misi ke 5 {lima) dihubungkan

dengan Visi BKPSDM yang dirnumuskan menjadi “Terwujudnyva pegawai

profesional Yang bertanggungiawab pelaksanaan tugas” yvang terkait

&S
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dengan Pilar ke 4 (empat) yaitu Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik
dan Bersih serta Prioritas Pembangunan ke 10 (sepuluh) vaitu
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Adapun tugas dan fungsi BKPSDM terkait visi misi dan program
Kepala Daerah yaitu :

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kepegawaian,

pendidikan dan pelatihan sesuai dengan fugasnya;

b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah dibidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan srta;

c. Memberiakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang

Kepegawaian pendidikan dan pelatihan,;

d. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsi’

Dalam mendukung program pemerintah yang merupakan tugas
dan fungsi BKPSDM telah tertuang dalam misi BKPSDM yaitu “
meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian secara profesional
melalui proses rekruitmen yang transparan, pendidikan dan pelatihan,
penyediaan data yang berkualitas, penempatan aparatur sesuai
komtensi jabatan dan pembinaan pegawai guna mewujudkan disiplin,
tanggung jawab dan etos kerja yang tinggi.”

Sebagai pendorong dalam melaksanakan tugas sesual dengan
arah visi yaitu memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
dan bersih dengan prinsip-prinsip transparan dan akuntabel.
Pemerintahan yang baik juga ditujukan secara akatif dengan
terlaksananya pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan
Sumber Daya PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Unsur pimpinan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya telah melakukan upaya dalam menentukan arah
kebijakan peningkatan SDM Aparatur guna pencapaian Visi dan Misi.

Merencanakan, mengelola dan meningkatkan kualitas SDM
secara transparan yang sesuai dengan strategi dan Perencanaan.

Berdsarkan Identifikasi terhadap permasalahan internal perlu
dilakukan agar BKPSDM dapat dengan mudah menanggulangi
berbagai kekurangan dan kelemahan melalui upaya peningkatan dan

perbaikan, sehingga tidak menjadi hambatan dalam menyelenggarakan
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misi untuk mewujudkan visinya agar tercapainya Pemerintahan yang
bersih dan baik. Pencermatan lingkungan internal mencakup:
1. Distrtibusi PNS _
Pencermatan bukan pada fokus kuantitatif, namun lebih
terarah pada kebutuhan unit kerja pada SDM pegawai yang
berkualiﬁkasi tertentu, dalam rangka pelaksanaan tugas jabatan
sesuai dengan standar dan persyaratan jabatan yang ada .
Pada satu unit kerja nampak jumlah pegawai yang banyak,
namun sebenarnya hanya sekitar 40 persen yang berkualifikasi
sesuai kebutuhan tugas fungsi jabatan yang ada pada unit
kerja tersebut. Dalam kondisi demikian menjadi hambatan bagi
unit kerja terkait memenuhi target Kkinerja yang ditetapkan,
bahkan cenderung menjadi permasalahan di masa datang.
2. Belum Adanya Perubahan Paradigma
Belum maksimal perubahan paradigma administrasi
kepegawaian ke manajemen sumber daya manusia Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomo 43 Tahun 1999.
Disamping itu upaya perubahan dan perbaikan kondisi internal
(budaya kerja dan pola pikir) belum disikapi dengan sungguh-
sungguh oleh seluruh jajaran pegawai, sechingga langkah reformasi
birokrasi masih cenderung disalah pahami oleh berbagai pihak.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan E-
government dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi
BKPSDM dan manajemen kepegawaian cenderung memunculkan
permasalahan klasik dalam penyediaan daia dan .informasi

kepegawaian.

3.3. Telaahan K/L dan Restra.

Arah kebijakan Tahun 2016-2021 4 (empat) pilar pembangunan
dan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan tertuang dalam RPJMD 2016-
2021 meujudkan penyelenggaraan pemerintahan vang baik dan bersih.
Faktor-faktor yang dapat mendorong dari pelayanan kepegawaian
antara lain;

. o Kebijakan manajemen ASN dalam bentuk penerapan sistim
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merit dalam manajemen ASN
Berfungsinya organisasi perangkat Daerah secara lebih efektif
dengan span of control yang berada pada kondisi edeal.
Terdapat komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan visi dan
misi dalam organisasi
Pengembangan Sistim ketatalaksanaan untuk mendukung
peningkatan efisien, transparansi dan akuntabel dalam proses
kerja pemerintahan.

Peningkatan profesionalisme, netralisme dan kesejahteraan SDM

Aparatur .

Faktor-faktor yang menghambat pelayanan Badan Kepagawaian

Daerah al;

Belum tersedianya paket regulasi dan Sistim penempatan ,pola

peningkatan karir yang jelas

Masih kurangnya sosialisasi menyangkut aturan-uturan
dibidang kepegawaian.

Masih belum berfungsinya secara optimal sistim informasi

manajemen kepegawaian daerah.

Pelaksanaan sanksi kepegawaian masih belum tegas.
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BAB IV
VISI MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

1.1 Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia
#  Visi

Pada hakekatnya visi adalah gambaran bersama mengenai masa
depan yang harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh
anggota organisasi.

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
yang tugas pokoknya melaksanakan manajemen kepegawaian tentu
dituntut dapat menentukan misi yang diharapkan mampu menjadi
ekselator, termasuk perencanaan Rencana  Strategis secara
keseluruhan, pengelolaan sumber daya, pengembangan - indikator
kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi pengukuran kinerja yang
akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh Badan
Kepegawaian Daerah, maka disusunlah visi dalam bentuk pernyataan
sebagai berikut :

?Terwujudnya penyelenggara manajemen kepegawaian
yang profesional untuk mendukung terciptanya pemerintahan
yang baik dan bersih ”

Adapun makna dari visi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia diatas adalah :
1. Manajemen : berarti pengelolaan mulai dari Prencanaan,
Pengoperasian dan Pengarahan.
2. Profesional : berarti kompeten memiliki pengetahuan dan
keahlian menjunjung tinggi etika profesi, komitmen memiliki
dedikasi tinggi dan bertanggung jawab terhadap tugas.

Misi

Untuk mewujdkan visi yang dikemukakan di atas perlu ditetapkan
misi yang akan menggambarkan hal yang harus dilaksanakan oleh
instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan

berhasil dengan baik.
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Sekaitan dengan hal tersebut disusunlah misi Badan Kepegawaian
Daerah sebagai berikut

?” meningkatkan kompetensi pejabat struktural dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, mewujudkan pola.
rekrutmen dan pengembangan karir aparatur sesuai kebutuhan
organisasi, meningkatkan pembinaan kepegawaian, dan
peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian ”

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

A.Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai Visi, melaksanakan misi, dan menangani isu strategis
yang dihadapi. Adapun tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan pada
Rencana Strategis (Renstra) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
berdasarkan arah pembangunan pada RPJM Tahun 2016-2021 yang
dijabarkan dalam Renstra BKPSDM sesuai dengan Visi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Mamnusia yaitu
“Terwujudnya penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang
profesional untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan
bersih”

Untuk mempertajam fokus pencapaian visi ditetapkan tujuan
BKPSDM untuk jangka menengah tahun 2016-2021 . Adapun tujuan
Badan Kepegawaian adalah ;

1. Pemenuhan standar kompetensi pejabat struktual
Peningkatan pengembangan karir aparatur sesuai kompetensi
Pelaksanaan proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel

Peningkatan disiplin aparatur

a kw0 WN

Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, , mudah dicapai, rasional untuk kurun
waktu 5 (lima) tahun. Sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja
sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.

Bertitik tolak pada tujuan yang ingin dicapai Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
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Solok tahun 2016-2021 ditetapkanlah Sasaran Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1.

Meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui diklat kedinasan

dan diklat teknis fungsional

. Meningkatnya kualifikasi pendidikan formal pegawai

3. Terlaksananya proses rekrutmen CPNS sesuai kebutuhan formasi

secara terbuka, adil dan kompetitif

Terwujudnya  kesejahteraan aparatur dengan  pemberian
tambahan penghasilan dan penghargaan.

Komitmen pegawai dalam penerapan aturan disiplin PNS
Meningkatnya pemahaman  aparatur tentang  peraturan

kepegawaian.

. Tersedianya datya dan informasi kepegawaian berbasis teknologi

nformasi.

. Terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi kepegawaian

Untuk melihat sejauh mana Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat mencapal tujuan yang

telah ditetapkan, maka pada masing-masing tujuan perlu ditetapkan

indikator sasaran dan target Kinerja yang harus dicapai
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=]

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja

2016

2017

2018 | 2019 | 2020 | 2021

2

3

4

¥ 8 9 10

Pemenuhan
standar
kompetensi
pejabat

struktural

Meningkatkan kapasitas SDM
aparatur melalui diklat
kedinasan dan diklat teknis

fungsional

Meningkatnya kualifikasi
pendidikan formal pegawai

Jumlah PNS yang meningkat
kualifikasi pendidikannya
melalui tugas belajar dan
izin belajar.

Jumlah pejabat struktural
yang mengikuti diklat
penjenjangan struktural.
Jumlah yang
mengikuti diklat pengelolaan

aparatur

keuangan daerah.
Jumlah pengelola barang
daerah

diklat

yang mengikuti
pengelola
barang/asset daerah.

Jumlah pejabat verifikasi

yang mengikuti diklat

82

42

30

30

30

82

80

60

30

30

85 85 85 82

40 40 35 35

30 30 30 30

30 30 30 30

30 30 30 30
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Peningkatan
pengembangan
karir = aparatur
sesuai

kompetensi

verifikasi keuangan.
Meningkatnya SDM aparatur
dalam penyusunan Renstra.
Meningkatnya SDM aparatur
dalam penyusunan laporan
kinerja instansi pemerintah.
Jumlah tenaga pendidik
yang mengikuti
pengembangan kompetensi
tenaga pendidik.

Jumlah pegawai yang paham
terhadap

peraturan

perundang-undangan.

30

30

504

30

42

30

175

30 30 30 30

42 42 42 42

30 30 30 30

136 50 50 50

Persentase penempatan
aparatur sesuai dengan
kualifikasi, kompetensi dan

kebutuhan organisasi.

100

100

100 100 100 100

Pelaksanaan

proses

Terlaksananya proses

1 rekrutmen CPNS sesuai

Persentase

formasi CPNS. !

terpenuhinya

100

100

100 100 100 100
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rekrutmen yang | kebutuhan formasi secara 2. Persentase aparatur yang 100 100 100 100 100
transparan dan | terbuka, adil dan kompetitif lulus wujian dinas dan
akuntabel penyesuaian ijazah.
Peningkatan Komitmen pegawai dalam | 1. Persentase menurunnya | 100 100 100 100 100 100
disiplin aparatur | penerapan aturan disiplin PNS tingkat pelanggaran disiplin
PNS.

Meningkatnya pemahaman

aparatur tentang peraturan

kepegawaian.

Terwujudnya kesejahteraan

aparatur dengan pemberian | 2. Jumlah PNS yang menerima 374 374 385 385 385 | 350

tambahan penghasilan dan penghargaan /reward

penghargaan
Peningkatan Tersedianya data dan informasi | 1. Persentase data | 100 100 100 100 100 100
pelayanan kepegawaian berbasis teknologi kepegawaian yang tertata
administrasi informasi. secara sistematis dan
kepegawaian terupdate @Lam aplikasi
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Terpenuhinya
layanan

kepegawaian

kebutuhan

administrasi

kepegawaian.

Persentase arsip
kepegawaian yang tertata
secara fisik sesuai SAPK.
Persentase SK  kenaikan
pangkat periode April dan
Oktober tepat waktu.
Persentase pengurusarn
hak-hak kepegawaian yang
diproses tepat waktu.
Persentase SKKP
pengabdian dan SK pensiun

yang diproses tepat waktu.

100

100

100

HDD

100

100

100

1NN

100

100

100

1NN

10(

10(

101

1T
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~ * RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
__* KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN -

Dalam rangka mencapai Rencana Strategis ( Renstra ) dan
kebijakan yang dirumuskan perlu ditetapkan program dan kegiatan
yang berisikan indikator kinerja merupakan ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran disertai dengan target dan
Pendanaan Indikatif. Adapun program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kab.Solok sebagai berikut ;

14. Program Peningkatan Pelayan Administrasi Perkantoran

» Pelayanan Administrasi Perkantoran -
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

» Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

» Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

» Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
4. Program Fasilitasi pindah/purna tugas PNS

» Proses pengurusan Administrasi Pensiun
S. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

» Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

» Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan.

» Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6. Program Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian

-
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‘lencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BKPSDM
Kabupaten Solok

Program dan  |Indilkator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kegiatan Kinerja Capaian Unit Kerja
Program pada Tahun Kondisi Kinerja SKPD
Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun  ke-4 Tahun ke-5 i § .
Kode {outcome) dan Awal 12016) 2017] (2018] (2019) (2020) pada akhir periode | Penang- | Lokasi
Kegiatan Perencanaan Renstra SKPD gung-
{output) (per 31 Des Jjawab
2015) target Rp 1000} target Rp (0001 Target Rp (000) | target |Rp (000)| target Rp (000) target | Rp (000)
) ) (6} () @) 9 (10) (11 (12) (13] (14 | (s) (16] (17) (18) (19) (20) 21)
08 01 Program , Persentase
Peningkatan |peninglatan
pelayanan Adm.
Administrasi |Perkantoran
Perkantoran
08 01 25 Kegiatan Persentase P
Peningleatan  [peningkatan
pelayanan Adm. P - - o - P P P . 1.116.4
Adm B 100 % 212.670 100 % 217.987 160 % 223.303 100 % (228618 100 % 233.933 100% 11 BKPSDM
Perkantoran
08 01 02 Program Persentase
Peninglkatan peningkatan
Sarana dan sarana dan
Prasarana Prasana
Aparatur aparatur
08 01 45 Kegiatan Tersedianya
Peningkatan [sarana dan
Sarana dan prasarana 5 o, o i 4 = o 1.028.5 = Kab
Prtasarana aparhIE 100 % 181.835 100 % 231.380 100 % 192,925 100 % |224.988 100 %% 197.400 100% 28 BKPSDM ‘Solak
Aparatur layalk pakai
08 01 47 Kegiatan Terpenuhinya
pengadaan kebutuhan
sarand dan  [saracd dan 100% 6.000 100% 15.000 100% 15.000 | 100% | 20.000 [ 100% 20.000 100% | 76.000 | BPsDM | Kab.
prasarana prasarana Solok
aparatur apartur
08 03 [Program Terwujud
iPeningkatan peningkatan
Disiplin disiplin !
A paratur aparatur _ﬁ




44

RENSTRA REVISI 2017 BXPSDM KABUPATEN SOL

Program dan Indikator Data Target Kinerja Program dan Keranghka Pendanaan i
Kegiatan Kinerja Capaian £ & o Spoae Unit Kerja
Program pada Tahun Kondisi Kinerja SKPD
— {oitooinay dd vl ,_.m:m_%_mn._ Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun  ke-4 Tahun ke-5 pdn ke _“Em L), Bepmmor: | Gl
Kegiatan Perencanaan l ) (2017) (2018} (2019] 12020} Renstra SKPD gung-
(output) {per 31 Des jawab
2015) target Rp (000) target Rp (000) Target Rp (000) | target |Rp (000)} target Rp (000} target | Rp (000)
& (5l ) @ ® 9l (10) (11 12) (13) (9 | () (16) (17) (18) (19) (20) (21)
08 06 Program
Peningkatan
Pengembangan
sistem
pelaporan
pencapaian
kinerja dan
weuangan
08 06 09 egiatan Tersedianya 4 pkt 9.000 4 pkt 20.000 4 pkt 20.000 4 pkt | 20.000 4 plet 20.000 20 89.000 | BKPSDM Kab.
Peninglatan LAKIP, laporan Solok
[Pengembangan |keuangan akhir
lsistem tahun
Ipelaporan ,LKPJ,LPPD
ipencapaian
linerja dan
lcenangan
08 19 [Program
permbinaan dan
fasilitasi
pengelola
lkkeuangan desa/
nagari
08 19 10 [Keg. Diklat Jumlah
laparatur nagari |apartur nagari
kllm bidang yang mengilauti 3.726.0
pengelola diklat pengelola 148 org 686.000 | 370 org 850.000 370 850.000 [148 org [690.000| 148 org 650,000 1.184 -, a0 | BKPSDM Kab.
keuangan keuangan Solok
magari nagari
08 23 Program
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknoligi
Informasi
08 23 03 Kegiatan Persentase PNS i
Pembangunan | yg tertaa Data 100 % 49350 |l 100% | 218.000 | 100% | 218000 | 100% |220.000| 100% | 220,000 | 100% |925.350| BKPSDM
/ Kepegawaanny 1
pengembanga |a secara TI Kab.
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W@ﬁﬁﬁﬂ:ﬂ dan Hﬂﬁﬂo—. 0“““5 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 1
Unit Kerja
Program ada Tahun 2 isi Kinerj;

Kode ?:Wa:i dan P Nmal Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun  ke-4 Tahun ke-5 mcnn_mp.ﬁ,:ﬂum DKL f
Kegiatan Perencanaan 12016 (2017) (2018) (2019) (2020) EMMMMMH%_WWQ ~ ?wsﬁm- i
{output) (per 31 Des .w:z%m

2015) target Rp (000) target Rp (000) Target Rp {000) target |Rp (000)| target Rp (000) target | Rp (000]
(@) ®) 6l (7 (8) ©) (10) (1) (12) (13) a9 | 05 | e (17) (18) (1) | (20) (21)

08 30 11 Diklat Teknis |Meninglatnya

perencana SDM aparatur

anggaran usunan

dnpea st - : 30 org | 200.000 | 300rg |200.000 . 3 - = 60 org |400.000| BKPSDM | XAb

kinerja

08 30 12 Keg .Diklat Meningkatnya

ek nis SDM aparatur

penyusunan  |dlm penyusnsn Kab.

laporan LKIP SKPD

Emma.m : - 300rg | 200000 | 30arg |200.000 | 300rg [200.000| 300rg | 200.000 | 120 org |800.000 | BKPSDM Solok

instansi

pemerintah

08 30 13 Diklat Meningkatnya
pengembanga | SDM aparatur
ko tensi |tena
M—a i m__M.__x endl mo.s n_wm_.w = 30 org 160.000 30 org| 160.000 | 30 org [170.000( 30 org 170,000 120 260,000 | BKPSDM meuw
pendidik e
08 3l Program

Pembinaan

dan

Pengembanga

n Aparatur

08 31 01 Penyusunan |Jumlah PNS

Pengembanga |fungsional yg . .

n Karir PNS | menerima 7900rg | 240.300 | 790 org | 264.300 | 790 org |260.000(790 org | 260.000 | 3.160 org 1.024.6 | prponp | Kab.
kenaiakan 00 Solok
jabatan

08 3l 02 Kegiatan Terpenuhinya

Seleksi formasi CPND

penerimaan  |dan terfasilitasi 100 % B . 2.630.0 J Kab.

CPNS seleksi IPDN 526.000 100 % 526.000 100 % 526.000 [100 % |526.000 100 % 526.000. 100 % 00 BKPSDM Solok
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=

Program dan | Indikatar Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kegiatan Kinerja Capaian Unit Kerja
Program pada Tahun 4 : 2 ’ U J Kondisi Kinerja SKPD
Kode {outcome] dan PER, Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun  ke-4 Tahun ke-5 pada akhir periode | Penang- talERL
Kegiatan Perencanaan [sugy ! (a0a8) i2019) (2020) Renstra SKPD gung-
loutput) |per 31 Des jawab
2015) target Rp (000) target Rp (000) Target Rp (000) | target |Rp{000)| target Rp (000) target | Rp (000}
(4) (s) (6) 7 @) 19) (10) (11) (12} (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21
15 [Monitoring, Terlaksanya
el | |menoce 100 % 0000 | 100% | 10000 | 100% | 17660 | 100% | 15.000 | 100% | 15000 | 100% | 67.660 | BKPSDM
ipelaporan evaluasi dan Kab.
pelaporan Solok
18 ngUrisan Persentase PNS
ak-Hak yg terlayani
epegawaian hak kepega 100 % 78.000 100 % 70,000 100 % 73.000 100 % |75.0000! 100 % 75.000 100 % |371.000| BKPSDM Kab.
NS walannya Solok
19 meriksaan Jumlah Pejabat
eschatan vg lulus tes . _ . B " _
ejabat Yeasehiuan 42 org 45.000 42 org 45.000 B4 org | 90.000 | BKPSDM Kah.
Solok
20 enertiban Persentase PNS
dmipistrasi  |yang tertib = : 100% | 118000 | 100% | 118.000 = : = . 100% |236.000
epegawain Dokumen
Kepegawaian
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3. Arah Kebijakan yaitu :i.Meningkatkan dan pengembangan
mutu dan  pengelolaan kepegawaian
ii.Mengembangkan teknologi informasi

dalam manajemen kepegawaian

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

NO

Kondisi Kondist
. . ondl
Knawlairjpa}e ﬁ?g: Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
Indikator RPJMD pada akhir

eriode
Tahun Tahun Tahun | Tahun Tahun gP[}MD

1 2 3 4 5

Tahun O

(2) (3) (4) 5 (6) (7) (&) 9

Jumlah aparatur
vang mengikuti
Pendidikan dan 42 org 45 org 45 org | 41 org 41 org 214 org
Pelatihan
Kedinasan

Jumlah aparatur

e 2k 370 | 148
berkimpeten 148 org 370 % 148 org 1184 org
dalam mengelola - o'E
keuangan nagari

Jumlah pengelola
keuangan daerah
yang
berkompeten
dalam mengelola
keuangan daerah

30 org 30 org 30org | 30 org | 30 org 150 org

Persentase
aparatur yang :
penempatannya 100 % 100% | 100% | 100% | 100% 100 %
sesuai dengan
kompetensi

Persentase
penurunan 90 %
tingkat 90% 90% 90% 90% 90%
pelanggaran

disiplin pegawai

Persentase PNS

yang tertata data
kepegawaiannya
secara sistimatis

100% 100% 100% 100% 100% 100%




